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Para pel aku usaha seringkali mengalami kesulitan apabila membutuhkan suatu pinjaman/kredit tetapi tidak
ada barang yang dapat dijadikan jaminan atas kredit tersebut selain barang modal, sedangkan barang modal
yang ada sangat diperlukan untuk menjalankan usaha yang dilakukan debitur untuk membayar kembali
hutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah suatu konstruksi hukum dimana debitur akan
mengalihkan kepemilikan atas suatu benda secara kepercayaan kepada kreditur guna menjamin hutangnya
dengan ketentuan debitur tetap menguasai secarafisik benda obyek jaminan tersebut. Kontruksi tersebut
untuk selanjutnya disebut Fidusia, adalah suatu lembaga jaminan yang pengaturannya dahulu didasarkan
pada yurisprudensi, sehingga kurang memberikan perlindungan hukum dan tidak ada kepastian hukum bagi
kreditur penerimafidusia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomar 24 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia mampu menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah
satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak
yang berkepentingan. Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut apakah mampu memberikan perlindungan
hukum bagi kreditur penerima fidusia, karena obyek jaminan fidusia dalam kekuasaan debitur selaku
pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur
penerimafidusia antaralain perjanjian jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk akta notariil, adanya
pendaftaran jaminan fidusia, dilarang memberikan jaminan fidusia ulang, titel eksekutorial dan sanksi
pidana. Tetapi para kreditur Penerima Fidusia masih tetap merasa kurang aman dengan fasilitas yang
diberikan oleh undang-undang tersebut, sehingga para kreditur melakukan upaya tambahan lain untuk
melindungi obyek jaminan fidusia yaitu dengan memblokir Surat-Surat yang tersimpan di instansi yang
mengeluarkan Surat tersebut dalam hal ini pihak Kepolisian bagi kendaraan bermotor (BPKB) atau menahan
invoice (faktur) bagi mesin-mesin atau aat-alat pabrik.
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